BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 3) T4y 3023

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANS!I BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
yang dinvatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan
Keuangan Badan Layanan Umum, penyajian laporan
keuangan BLUD diatur dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan berbasis akrual;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa laporan
keuangan BLUD disusun berdasarkan standar akuntansi
pemerintahan dengan mengembangkan dan menerapkan
kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten
Kolaka;




Mengingat

[
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601} sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 157);
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15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015
tentang Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan
Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1818);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan
Layanan Umum;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 66 Tahun 2020 tentang
Kebijakan  Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah
Kabupaten Kolaka;

21. Peraturan Bupati Kolaka No. 13 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Daerah;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
BENYAMIN GULUH KABUPATEN KQOLAKA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka



10.

11.

12,

13.

-

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan
dan dalam melakukan Kkegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.

Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka yang selanjutnya
disingkat RSBG adalah Rumah Sakit di Kabupaten Kolaka yang
melaksanakan kegiatan operasional di bidang kesehatan.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP,
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah,

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya
disingkat PSAP, adalah SAP yang diberijudul, nomor dan tanggal efektif.
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar
penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,
penyusun laporankeuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan
keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum
diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang
selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian
lebih lanjut atas PSAP.

Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis
akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban,
aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam
APBN/APBD.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat
KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas
menyusun SAP.

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari
prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan

pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Pasal 2

Kebijakan akuntansi BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh mengatur

penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan

keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode,

maupun antar entitas akuntansi;

Pasal 3

Kebijakan akuntansi BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh bertujuan sebagai :

4.

dasar-dasar penyajian Laporan Keuangan BLUD Rumah Sakit Benyamin
Guluh dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesual dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

dasar perlakuan atas pengakuan BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan komponen laporan keuangan
BLUD.

Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan akuntansi BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh

terdiri atas :

a
b.

o o

. prinsip-prinsip;

dasar-dasar;

konvensi-konvensi;

aturan-aturan;

praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Rumah Sakit Benyamin Guluh

dalam penyusunan penyajian laporan keuangan.

BAB 11
KEBIJAKAN AKUNTANSI BLUD RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH

Pasal 5

Kebijakan akuntansi dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan

Akuntansi BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh yang mengacu pada Kerangka
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Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kerangka Konseptual

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

a.

Kerangka Konseptual Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini;

Kebijakan Akuntansi 01 Penyajian Laporan Keuangan BLUD Rumah
Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini;

Kebijakan Akuntansi 02 Akuntansi Pendapatan-LO sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ll Peraturan Bupati ini;

Kebijakan Akuntansi 03 Akuntansi Beban sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;

Kebijakan Akuntansi 04 Akuntansi Pendapatan-LRA sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;

Kebijakan Akuntansi 05 Akuntansi Belanja sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;

Kebijakan Akuntansi 06 Akuntansi Pembiayaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini;

Kebijakan Akuntansi 07 Akuntansi Aset sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;

Kebijakan Akuntansi 08 Akuntansi Kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini;

Kebijakan Akuntansi 09 Akuntansi Ekuitas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini;

Kebijakan Akuntansi 10 Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini;
Kebijakan Akuntansi 11 Koreksi Kesalahan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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BAB TII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7
Kebijakan Akuntansi BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2023.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

B ——
P — -

// BUPAT] KOLAKA,

\A N / /
N\ AHMAD gAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal & Marck 3033
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA!

A

WARDI
BERITA-DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 3/



LAMPIRAN |
PERATURANBUPATIKOLAKA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT BENYAMIN
GULUH KABUPATEN KOLAKA

KERANGKA KONSEPTUAL
KEBIJAKAN AKUNTANSI BLUD RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH
KABUPATEN KOLAKA

PENDAHULUAN
Definisi

1. Kebijakan akuntansi badan layanan umum daerah adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan standar, prinsip dasar,
konvensi, peraturan, dan praktek tertentu untuk diterapkan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum

Daerah.

Tujuan

2. Tujuan kebijakan akuntansi badan layanan umum daerah adalah
mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang dipilih untuk dilaksanakan
secara konsisten dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
Badan Layanan Umum Daerah untuk tujuan umum (general purpose
financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar
badan layanan umum daerah.

3. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini
adalah sebagai acuan bagi:

a) Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah
akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;

b) Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan

c) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
kebijakan akuntansi.

5. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat

masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi.
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Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan
kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan
relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang,
konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan

pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

Ruang Lingkup

¥.

10.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi
dalam menyusun laporan keuangan badan layanan umum daerah.
Entitas pelaporan adalah Badan Layanan Umum Daerah, yaitu instansi
atau satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah yang telah
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
serta mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka
penyusunan dan penyajian laporan keuangan badan layanan umum
daerah yang meliputi :

a. entitas akuntansi dan entitas pelaporan;

b. peranan dan tujuan laporan keuangan;

c. komponen laporan keuangan;

d. dasar hukum pelaporan keuangan;

e. asumsi dasar;

f.  karakteristik kualitatif laporan keuangan;
g prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
h. Kendala informasi yang relevan dan andal,;

——

definisi unsur laporan keuangan;
j.  pengakuan unsur laporan keuangan,;

k. pengukuran unsur laporan keuangan.

ENTITAS AKUNTANS] DAN ENTITAS PELAPORAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola
anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi
dan menyajikan laporan Kkeuangan atas dasar akuntansi yang
diselenggarakannya.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau
mengelola barang adalah entitas akuntansi yang  wajb
menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan

keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan
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12.

13.

14.

keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada

unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan

oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu

atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban,
berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan di dalam peraturan

perundang- undangan selain sebagai entitas akuntansi juga

merupakan entitas pelaporan, yang umumnya bercirikan:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau
mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,

b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,

c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat
atau pejabat yang ditunjuk,

d. Entitas tersebut mempunyai kewenangan dalam pengelolaan
keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas,
investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

e. Entitas tersebut mengelola sumberdaya yang terpisah dari entitas
akuntansi atau entitas pelaporan yang membawahinya,

f. Entitas tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat/pihak
ketiga, dan

g Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung
kepada entitas pelaporan yang membawahinya maupun tidak
langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui

anggaran.
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi atau unit Kerja di
lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana
masyarakat yang diterima berkaitan  dengan  pelayanan  yang
diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan
daerah yang dipisahkan.

Selaku satuan kerja pelayanan, walaupun bukan berbentuk badan
hukum yang mengelola kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan,

BLUD adalah entitas pelaporan.



15.

16.

17.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah daerah (APBD), BLUD
adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan
pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.
Sebagai entitas akuntansi, BLUD wajib menyelenggarakan akuntansi
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah, dan secara periodik menyampaikan
laporan keuangan kepada pemerintah daerah.

Sebagai entitas pelaporan, BLUD wajib menyusun laporan keuangan
badan layanan umum daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan,
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kebijakan Akuntansi
Badan Layanan Umum Daerah untuk diaudit oleh auditor eksternal

pemerintah dan/atau diberi opini.

PERANAN DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Peranan Laporan Keuangan

18.

19.

Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah disusun untuk
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan
seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama
satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk
mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk
melaksanakan kegiatan operasional BLUD, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan
membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-
undangan.
Badan Layanan Umum Daerah mempunyai kewajiban untuk
melaporkan upaya-upaya yvang telah dilakukan serta hasil yang dicapai
dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada
suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Layanan
Umum Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara periodik.
b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah dalam

periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,
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pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan
ekuitas Badan Layanan Umum Daerah untuk kepentingan
pelayanan kepada masyarakat.

¢. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
atas pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan
penerimaan Badan Layanan Umum Daerah pada periode
pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang
dialokasikan dan apakah generasi atau manajemen yang akan
datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran
terse but.

e. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah, terutama
dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dan
dipercayakan kepada manajemen badan layanan umum daerah

untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Laporan Keuangan

20. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang

21.

ditujukan untuk memenuhi Kkebutuhan bersama sebagian besar
pengguna laporan termasuk pemerintah, pemerintah daerah, lembaga
legislatif, dan lembaga pemeriksa/pengawas serta masyarakat
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Secara umum, tujuan laporan keuangan badan layanan umum daerah
adalah:

a. menyajikan informasi mengenai posisi Kkeuangan, realisasi
anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan
perubahan ekuitas badan layanan umum daerah yang bermanfaat
bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumber daya.



b. memberikan peranan prediktif dan prospektif, menyediakan
informasi yang  berguna untuk memprediksi besarnya sumber
daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan,
sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan,
serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

c. menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan
sesual dengan anggaran; dan

2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan
sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang
ditetapkan dalam APBD serta pelampauan ambang batas

anggaran yang diperkenankan.

22. Secara khusus, tujuan pelaporan keuangan badan layanan umum

daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :
a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas badan layanan umum daerakh,;
b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas badan layanan umum daerah;
¢. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan
penggunaan sumber daya ekonomi;
d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;
e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya,;
f. menyediakan informasi mengenai potensi badan layanan umum
daerah untuk membiayai kegiatan badan layanan umum daerah;
g menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan dan kemandirian badan layanan umum daerah

dalam mendanai aktivitasnya.

23. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Badan

Layanan  Umum Daerah menyediakan informasi mengenai entitas
pelaporan dalam hal : aset; kewajiban; ekuitas; pendapatan-LRA;
belanja; pembiayaan; saldo anggaran lebih; pendapatan-LO; beban; dan

arus kas.



24.

25.

26.

27.

28.

29.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan badan
layanan umum daerah terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
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c. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.
Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh entitas
pelaporan bersumber dari transaksi-transaksi keuangan atas
sumberdaya yang dikelola badan layanan umum daerah.
Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah atau pejabat vang ditunjuk
bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan

badan layanan umum daerah.
DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah diselenggarakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan

badan layanan umum daerah.
ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan badan layanan umum daerah
adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;

b. Asumsi kesinambungan entitas; dan

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)
KEMANDIRIAN ENTITAS

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa Badan Layanan Umum
Daerah merupakan unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan
dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan
mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu
indikasi terpenuthinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas

untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung
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jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset, dan
sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas
pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber
daya dimaksud, utang- piutang yang terjadi akibat putusan entitas,
serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Kesinambungan Entitas

30. Laporan keuangan badan layanan umum daerah disusun dengan
asumsi bahwa badan layanan umum daerah akan berlanjut

keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.
Keterukuran dalam Satuan Uang

31. Laporan keuangan badan layanan umum daerah harus menyajikan
setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal
ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan

pengukuran dalam akuntansi.
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

32. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga
dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini
merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan
badan layanan umum daerah dapat memenuhi kualitas yang
dikehendaki:

a. Relevan;

b. Andal;

c. Dapat dibandingkan; dan
d. Dapat dipahami.

Relevan

33. Laporan keuangan badan layanan umum daerah bisa dikatakan relevan
apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi
keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa
masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta
menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat
dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan

harus:
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a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa
laporan keuangan badan layanan umum daerah harus memuat
Informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk
menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa
laporan keuangan badan layanan umum daerah harus memuat
informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi
masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian
masa kini.

c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan badan layanan
umum daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat
berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan

d. Lengkap, artinya bahwa laporan keuangan badan layanan umum
daerah harus memuat Informasi yang selengkap mungkin,
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan pengguna laporan dengan
memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat
dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar

kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
Andal

34. Informasi dalam laporan keuangan badan layanan umum daerah bebas
dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan
setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin
relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan
maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat
menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajan Jujur, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat
Informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta
peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara
wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan keuangan
harus memuat Informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian
dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya

tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
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c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat
Informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak
berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha
untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu,

sementara hal tersehut akan merugikan pihak lain.

Dapat Dihandingkan

35. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan hadan layanan umum

daerah akan lebih herguna jika dapat dibandingkan dengan laporan
keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan
lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan
eksternal. Perhandingan secara internal dapat dilakukan hila suatu
entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke
tahun. Perhandingan secara eksternal dapat dilakukan hila entitas yang
diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila
entitas hadan layanan umum daerah akan menerapkan kebijakan
akuntansi yang lebih baik daripada kehijakan akuntansi yang sekarang
diterapkan, perubahan tersehut diungkapkan pada periode terjadinya

perubahan.

Dapat Dipahami

36.

37.

38.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan
dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan
lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna

untuk mempela jari informasi yang dimaksud.
PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai
ketentuan vyang dipahami dan ditaati oleh pemhuat standar dalam
penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan
pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh
pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang
disajikan.

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan

pelaporan keuangan hadan layanan umum daerah :
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Basis akuntansi;

o P

Prinsip nilai perolehan (historical Cost Principle);

Prinsip realisasi;

<

Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
Prinsip periodisita
Prinsip konsistensi;

Prinsip pengungkapan lengkap; dan

>R 0

Prinsip penyajian wajar.

Basis akuntansi

39.

40.

&l

42.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan
pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas serta basis kas
untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan pada
lsporsn realisasi anggaran.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan
diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi
walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Badan Layanan Umum
Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat
kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah
terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Badan
Layanan Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti
bantuan pihak luar/asing, pendapatan hibah bentuk barang dan/atau
disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas,
maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan
dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening
Kas Badan Layanan Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta
belanja, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan
dari Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah. Bilamana anggaran
disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun
berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat
kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar.




S12-

Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)

g,

44,

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau
sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset
tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan
setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi
kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan badan
layanan umum daerah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian
yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak
terdapat nilai perolehan, dapat digunakan nilai wajar aset atau

kewa jiban terkait.

Prinsip Realisasi (Realization Principle)

45.

46.

Bagi Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan basis kas yang tersedia
yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu
periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja
dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang
wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah
diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue
principle) dalam akuntansi badan layanan umum daerah tidak
mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi

komersial.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance over Form Principle)

47.

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta
peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa
lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan
realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila
substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda
dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan

dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle)

48.

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu
dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat

diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
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Periode utama pelaporan yang digunakan Badan Layanan Umum
Daerah adalah tahunan yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31
Desember. Namun demikian, untuk kepentingan manajemen periode
Laporan Semester dan Tahunan dapat disampaikan sesuai peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 100 ayat
(1).

Prinsip Konsistensi (Consistency Principle}

50.

51!

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa
dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi
internal}. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari
satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa
metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih
baikk dibanding metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas
perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle}

52.

Laporan keuangan badan layanan umum daerah menyajikan secara
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi
yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan
pada lembar muka (on the face] laporan keuangan atau Catatan atas

Laporan Keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)

53,

54.

Laporan keuangan badan layanan umum daerah menyajikan dengan
wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan

Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap
keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal
dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang
relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations} atau karena alasan-
alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam

informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:



